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INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Melanggar Larangan
Daerah, Jalur Penangkapan Ikan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1)
Mengapa pelaku melakukan tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan
ikan? 2) Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur
penangkapan ikan? 3) Mengapa terhadap pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah,
jalur penangkapan ikan hanya dikenakan pemidanaan berupa denda saja ? Tujuan penelitian
adalah : 1) untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana melanggar larangan
daerah, jalur penangkapan ikan. 2) untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana
melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan. 3) untuk mengetahui alasan pelaku
tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan hanya dikenakan
pemidanaan berupa denda saja. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah
penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan, bentuk tindak pidana
melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan dan alasan dijatuhkan pidana denda
kepada pelaku. Sedangkan vaiabel terikat adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana
melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) alasan terjadinya tindak pidana terjadinya
tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan yaitu : a) Jenis ikan yang
dicari berada di luar jalur penangkapan/pada jalur yang dilarang. b) Cuaca buruk sehingga
terdakwa pindah daerah penangkapan ke jalur yang di larang. ¢) Karena pada jalur yang
dilarang, hasil yang di peroleh sangat maksimal/banyak. 2) Bentuk terjadinya tindak pidana
terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan yaitu : a)
Terdakwa melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan yang tidak
sesuai SIPI. b) Terdakwa melakukan penangkapan ikan masuk ke jalur 1 yaitu kurang dari 4
Mil dari air surut terendah dari pantai. ¢) Terdakwa menangkap ikan di di luar jalur dan yang
tidak sesuai SIPI. 3) Alasan terhadap pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur
penangkapan ikan hanya dikenakan pemidanaan berupa denda saja yaitu karena perbuatan
terdakwa merupakan bentuk tindak pidana pelanggaran.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Daerah, Jalur Penaangkapan Ikan
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